
TRENPENINDAKANKASUS KORUPSISEMESTER I 2017



LATAR BELAKANG
1. Informasi yang dimiliki olehpenegak hukum terkait denganpenindakan kasus korupsi tidaktransparan, terutama diKepolisian dan Kejaksaan.

2. Jumlah data yang dilaporkanoleh penegak hukum hanyajumlah kasus secara statisticdan tidak ada detil dari setiapkasus korupsi yang ditangani.



TUJUAN
◦ Melakukan pemetaan atas kasus korupsi yang disidikoleh Aparat Penegak Hukum pada semester I 2017,meliputi : jumlah kasus korupsi, total nilai kerugiannegara, jumlah tersangka, modus yang dilakukan,sektor korupsi terjadi, jabatan pelaku.
◦ Mendorong transparansi data kasus korupsi yangditangani oleh aparat penegak hukum.



METODOLOGI
1. Melakukan pemantauan kasuskorupsi di tingkat penyidikanyang sudah ada penetapantersangka.2. Pengumpulan data kasuskorupsi yang telah diungkapke publik oleh penegakhukum, baik melalui websiteresmi atau melalui mediamassa.

3. Melakukan tabulasi ataskasus – kasus yang terungkapke publik dan terpantau olehICW.4. Membandingkan statistikjumlah kasus dan kerugiannegara serta penyuapanberdasarkan semester.5. Melakukan analisis deskriptifatas kinerja penyidikan kasuskorupsi.



KasusKorupsi

Kasus Korupsiyang diumumkanpublik melaluisitus resmi ataumedia massa

Kasusterpantau olehICW dan CSOAnti Korupsi

Kasus korupsiyang belum atautidak diumumkanke publik

Kasus tidakterpantau olehICW dan CSOAnti Korupsi
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BAGAN DATA KASUS KORUPSI TAHUN2016 YANG TERPANTAU OLEH ICW



TEMUAN



Jumlah Kasus Korupsi266 Kasus korupsi

Nilai Kerugian NegaraRp 1,8 Triliun

Jumlah Tersangka587 Tersangka Kasus Korupsi

Nilai SuapRp 118,1 Miliar

KINERJA PENYELIDIKAN APH SELAMASEMESTER I 2017(PENYELIDIKANPENYIDIKAN)



JUMLAH KASUS YANG ADA PENETAPANTERSANGKA BARU OLEH APARAT PENEGAKHUKUM
Jumlah Kasus Korupsi19 Kasus korupsi
Lima Daftar Kasus Penetapan TSK Baru◦ Kasus dugaan korupsi proyek E-KTP◦ Kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran◦ Kasus dugaan suap proyek jalan di Kementerian PUPR◦ Kasus dugaan korupsi Sosialisasi Asian Games◦ Kasus dugaan pengurusan sengketa Pilkada



PERBANDINGAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSISEMESTER I 2013-SEMESTER I 2017
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• Rata-rata kasus korupsi yang ditangani setiap semester I yakni sebanyak 228 kasus.• Terjadi sedikit penurunan penanganan tindak pidana korupsi jika dilihat berdasarkan trenkorupsi semester I mulai dari tahun 2013-2017.



KASUSKORUPSISEMESTER I2017BERDASARKAN MODUS

Keterangan Jumlah Nilai KerugianNegara Nilai Suap
Mark Up 27 Rp 288,7 Miliar -

Penggelapan 29 Rp 166,8 Miliar -
Laporan Fiktif 24 Rp 67,3 Miliar -

PenyalahgunaanAnggaran 43 Rp 763,3 Miliar -
Suap 19 - Rp 118,1 Miliar

Penyunatan /Pemotongan 6 Rp 331,2 Miliar -
Pemerasan 2 - -

PenyalahgunaanWewenang 25 Rp 155,2 Miliar -
Kegiatan/ProyekFiktif 35 Rp 62,3 Miliar -
Pungutan Liar 55 - --

Pencucian Uang 1 - -
TOTAL Rp 1,83 Triliun Rp 118,1 Miliar

• Pungutan liar menjadimodus yang seringdilakukan pada semester I2017.• Semenjak adanya TimSaber Pungli, penindakanterhadap petty corruptionmeningkat.• Penyalahgunaananggaran masih menjadimodus kedua yang seringdilakukan.• Sekitar 58 persen kasusbermodus pungutan liarmasih belum diproses ditahap pengadilan.



KASUS KORUPSI SEMESTER I 2017 BERDASARKAN MODUSYANG DITANGANI OLEH APH
APARAT PENEGAK HUKUM

Keterangan Kejaksaan Kepolisian KPK Pusat Polisi Militer Jumlah
Mark Up 19 6 1 1 27

Penggelapan 18 11 0 0 29
Laporan Fiktif 18 6 0 0 24

Penyalahgunaan Anggaran 31 11 1 0 43
Suap 4 1 14 0 19

Penyunatan / Pemotongan 2 4 0 0 6
Pemerasan 0 2 0 0 2

Penyalahgunaan Wewenang 19 2 4 0 25
Kegiatan/Proyek Fiktif 21 13 1 0 35

Pungutan Liar 3 52 0 0 55
Pencucian Uang 0 1 0 0 1

TOTAL 135 109 21 1 266- Kejaksaan paling sering menindak kasus korupsi yang bermodus penyalahgunaan anggaran.- Sekitar 47% kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian bermoduskan Pungutan liar. Munculnya Perpres SatgasSaber Pungli yang diteken oleh Jokowi pada 22 Oktober tahun 2016 menjadi salah satu faktor tingginya angkapenegakan tipikor dalam modus pungli.- Sebagian besar modus yang sering ditindak oleh KPK adalah suap.



KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKANSEMESTER I 2017 BERDASARKAN WILAYAH (5TERATAS)

JAWA TIMURJumlah Kasus 23 KasusNilai Kerugian NegaraRp 14,5 miliar

JAWA BARATJumlah Kasus 30 KasusNilai Kerugian NegaraRp 179 miliar

SUMATERA UTARAJumlah Kasus 28 KasusNilai Kerugian NegaraRp 39 miliar

PUSATJumlah Kasus 19 KasusNilai Kerugian NegaraRp 211 miliar

RIAUJumlah Kasus 19 KasusNilai Kerugian NegaraRp 211 miliar



KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADASEMESTER I 2017 BERDASARKAN LEMBAGA (5 TERATAS)
91

45

17 15 13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa Pemerintah Kota Kementerian Pemerintah Provinsi

Rp 615,4 miliar

Rp 19,5 miliarRp 10,9 miliar
Rp 80,5 miliar

Rp 106,9 miliar

• Pemerintah Kabupaten menjadi lembaga tempat terbanyak terjadi praktik korupsi.• Pemerintah desa menjadi lembaga terbanyak kedua terjadinya praktik korupsi.• Maraknya penindakan yang dilakukan oleh APH di Kementerian menjadikan sinyal bahwa masihlemahnya pengelolaan anggaran yang terjadi di lembaga tersebut.



KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADASEMESTER I 2017 BERDASARKAN SEKTOR (5 TERATAS)
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Pengelolaan Anggaran Desa Keuangan Daerah Pendidikan Transportasi Pertanahan

Rp 19,4 Miliar

Rp 115,1miliar
Rp 59,5 miliar

Rp 361,2 miliar

Rp 6,2 miliar
• Sekitar 35 persen kasus korupsi terjadi bersumber dari Dana Desa.• Besarnya anggaran desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupatenmenjadi titik rawan untuk dikorupsi.• Keuangan daerah menjadi sektor yang masih menjadi sasaran pelaku korupsi dalam merampokuang negara.• Sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan transportasi menjadi sektor yang juga rentanuntuk dikorupsi.



JUMLAH AKTOR YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKAPADA SEMESTER I 2017 (5 TERATAS)
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ASN-PNS Swasta Kepala Desa Dirut/Karyawan BUMN Ketua/Anggota Organisasi

• Sekitar 40 persen pelaku korupsi dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (PNS). Hal inimenunjukan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia masih belum konsisten dibenahi olehPemerintahan Jokowi.• Unsur swasta masih menjadi urutan kedua dalam kaitan pelaku korupsi yang tertangkap.Perselingkuhan antara pemerintah dan swasta masih terjadi.



KINERJA PENYIDIKAN APARATPENEGAK HUKUM PADASEMESTER I 2017Jumlah Kejaksaan : 520 Kantor KejaksaanKasus Korupsi : 135 Kasus korupsiJumlah Tersangka : 28 TersangkaNilai Kerugian Negara : Rp 949 MiliarNilai Suap : Rp 6,8 Miliar
Jumlah Kepolisian : 535 Kantor KepolisianKasus Korupsi : 140 Kasus korupsiJumlah Tersangka : 243 TersangkaNilai Kerugian Negara : Rp 530 MiliarNilai Suap : Rp – Miliar
Kasus Korupsi : 21 Kasus korupsiJumlah Tersangka : 62 TersangkaNilai Kerugian Negara : RP 104 MiliarNilai Suap : Rp 111,3 Miliar



PENANGANAN KASUS KORUPSIDI KEJAKSAAN PADA SEMESTERI 2017
AKTOR (3 TERBANYAK)WILAYAH

JABATAN JUMLAH
ASN/PNS 116 Tersangka
Swasta 47 Tersangka
KepalaDesa 18 Tersangka

WILAYAH JUMLAHKASUS JUMLAHLEMBAGA
Pulau Sumatera 46 Kasus 174 Lembaga
Pulau Jawa 24 Kasus 122 Lembaga
Pulau Kalimantan 17 Kasus 59 Lembaga
Pulau Sulawesi 17 Kasus 94 Lembaga
Pulau Bali, NTT, NTB 14 Kasus 37 Lembaga
Pulau Maluku 10 Kasus 22 Lembaga
Pulau Papua 2 Kasus 11 Lembaga
Nasional 5 Kasus 1 Lembaga

◦ Belum optimalnya Kejaksaan yang berada di daerah berdasarkan perbandingankasus yang ditangani dengan jumlah lembaga.

◦ Aktor yang ditetapkanoleh Kejaksaan selainASN/PNS dan swastajuga menyasar KepalaDesa.



PENANGANAN KASUS KORUPSI DIKEPOLISIAN PADA SEMESTER I2017
AKTOR (3 TERBANYAK)WILAYAH
JABATAN JUMLAH
ASN/PNS 93 Tersangka
Swasta 26 Tersangka

Masyarakat 20 Tersangka

WILAYAH JUMLAHKASUS JUMLAHLEMBAGA
Pulau Sumatera 34 Kasus 161 Lembaga
Pulau Jawa 32 Kasus 132 Lembaga
Pulau Kalimantan 8 Kasus 58 Lembaga
Pulau Sulawesi 15 Kasus 77 Lembaga
Pulau Bali, NTT, NTB 14 Kasus 43 Lembaga
Pulau Maluku 1 Kasus 22 Lembaga
Pulau Papua 4 Kasus 41 Lembaga
Nasional 1 Kasus 1 Lembaga
◦ Lembaga Kepolisian masih belum optimal dalam penanganan kasus korupsi.Jumlah kasus korupsi yang disidik sangat sedikit jika dibandingkan denganjumlah lembaga yang berada di daerah.

◦ Aktor yang ditetapkanoleh Kepolisian selainASN/PNS dan swastajuga menyasarmasyarakat yang jugaturut terlibat dalam tindakpidana korupsi.



PENANGANAN KASUSKORUPSI DI KPK PADASEMESTER I 2017
AKTOR (3 TERBANYAK)WILAYAH
JABATAN JUMLAH
ASN/PNS 19 Tersangka
Swasta 11 Tersangka
AnggotaDPRD 7 Tersangka

WILAYAH JUMLAHKASUS JUMLAHLEMBAGA
Pulau Sumatera 4 Kasus -
Pulau Jawa 2 Kasus -
Pulau Kalimantan 0 Kasus -
Pulau Sulawesi 0 Kasus -
Pulau Bali, NTT, NTB 0 Kasus -
Pulau Maluku 1 Kasus -
Pulau Papua 1 Kasus -
Nasional 13 Kasus 1 Lembaga
Kerja-kerja KPK dalam penindakan korupsi sudah sangat optimal. Hal tersebut dapatdilihat dari jumlah kasus yang ditangani meskipun hanya memilki satu lemaga yangberada di pusat.

◦ KPK selain menyasarASN/PNS dan swastajuga menyasar anggotaDPRD.



KINERJA KEPOLISIAN DANKEJAKSAAN MASIH BELUMOPTIMAL. MENGINGAT BANYAKNYAJUMLAH LEMBAGA KEJAKSAAN DANKEPOLISIAN DI DAERAH NAMUNTIDAK SEBANDING DENGANPENANGANAN KASUS KORUPSI DIDAERAH.



KESIMPULAN
◦ Penyidikan kasus korupsi cenderung menurun jika melihat dari trenkorupsi mulai dari semester I 2013 sampai semester I 2017. Meskipundemikian, terjadi sedikit peningkatan jumlah kasus yang ditangani padasemester I 2016 ke semester I 2017.◦ Aparat Penegak Hukum (APH) pada semester I 2017 lebih banyakmenangani kasus yang bermodus pungutan liar.◦ Pengelolaan anggaran desa masih menjadi sektor yang rawan untukdikorupsi. Sedikitnya ada 35 persen kasus yang berhubungan denganDana Desa.◦ Terdapat 19 kasus korupsi yang ada penetapan tersangka baru.◦ Banyaknya ASN yang tertangkap menandakan bahwa belum berhasilnyareformasi birokrasi khususnya di daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota).◦ Belum optimalnya kinerja Kejaksaan dan Kepolisian dalam menanganikasus korupsi di daerah. Padahal setiap instansi APH di daerahmendapatkan anggaran yang sama setiap tahunnya.



REKOMENDASI
◦ Memperkuat peran Kepala Desa dan jajarannya dalam halpengelolaan anggaran desa.◦ Penting untuk mengembangkan setiap kasus korupsi yang disidik olehAPH agar actor utama dalam penyelewangan keuangan negara dapatterungkap.◦ Pemerintahan Jokowi perlu untuk memprioritaskan agenda reformasibirokrasi agar birokrat yang menempati posisi-posisi strategis dapatmenggunakan wewenang mengelola anggaran secara lebih baik.◦ Perlu adanya sinergi antara penegak hokum dalan kaitannyapemberantasan korupsi. Pentingnya peran korsup KPK dalam halmembantu penyidikan yang dirasa sulit.◦ APH jangan hanya berfokus pada kasus yang bermodus pungutan liar,namun juga penting untuk menyasar kasus-kasus besar yangmelibatkan actor penting.


